
BUPATI MUSI RAIryAS

tsUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAT.I .

PERATURAN DAERAI{ KABUPATEN MUSI RAUIAS
NOMOR V\ TA}IUN 2OL7

TENTANG

ANGGARA}I PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH I(ABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2OI8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAEIA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bdrwa untuk memenuhi ketenttran Pasat 315 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tatrun 2o1s
tentang Pertrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakl,at Daerah bersa-ma Kepala Daeratr telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daeratr tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah l(abupaten
Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

797 IKYIS/BPI(AD IZO|T tentang Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi
Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;



Mengingat 1.

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalarrt

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daeratr tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten

Musi Rawa.s Tahun Anggaran 2OLB tidak bertentangan

dengan kepentingan umunr dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggt;

batrwa berdasarkan pertimbangarl scbagaimana dirnaksud

dalom hunrf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturart

Daeratr tentang Anggaran Fendapatan dan Belanja Daeratr

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2O18;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembenhrkan Daeratr Tingkat n dan Itutapqia di Sumatcra

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tatnrn 2OO3 tentang lGuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatnrn 2003

Nomor 47, Tarnbahan kmbaran Ncgara Republik Indonesia

Nomor a2&6l;

Undang-Undang Nomor tr Taturn 2OO4 tentang

Perbendatraraan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambatran tcmbaran

Negara Republik Indonesira Noraor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OC4- tcntang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tarnbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perenr=naan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor lG, Tambaharr

Irmbanan Negara Republil,: Indonesia Nomor 4a2\;

4.
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7.

Undang-Undang Nom.or 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dart

Pemerintahan Daeratr (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daeratr (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambatran Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nom<rr 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2AL4 tentang

Pemeriniahan Daeratr (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia

Tatnrn zAl4 Nornor 244, I'arnbahan Lcmbaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah

diubatr beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tatrun 2OtS tentang Penrbahan Kedr:a Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintatran Daeratr (Lembaran l{egara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor $6791;

9. Perattrran Pemerintatr Nomor 2A Tahun 2OOl

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelengglrraan Pemerintatran Dae,ratr (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor 4L, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O9O);

Perahrran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (kmbaran

Negara Republik trndorresia Tahun 2OOS Nomor 48,

Tambatran Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

Perahrran Pemerintatr Nomor 54 Tatrun 2OOS tentang

Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOS Nomor 136, Tambalran lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5741;

8.

lo.

11.



t2. Perah:ran Pemerintah Nomor 55 Tatrun 2005 tentang Dana

Perimbalrgan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatnrn2oos Nomor L37, Tambatral Lcmbaral Negara

Republikl ndonesia Nonoor 4 57-5) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sietem Informasi Keuangan Daeratr (Icmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik trndonesia Nomor 45761'

sebagaimana telatr diubah den5;an Peratrrran Pemerintatr

Nomor 65 Tatrun 2OlA tentang Perubatran atas Perahrran

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20lO Nomor' 110, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Perahrran Pemerintah Nomor 58 Tatrun 20OS tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 20OS Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Perattrran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4609), srcbagBimana tclah diubatt

terakhir dengan Perahrran Pemerintatr Nomor 27 Tahunn

2OL4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Reptrblik Indonesia

Nomor 5533);

Perahrran Pemerintah Nomor 8 'fahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintatt

(Lembararr Negara Republilc Indonesia Tahun 2006 Nomor

25,Tarrrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6 la);

13.

t4.

15.

16.
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L7. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tatrun 2010 tentang

Staldar Akqntansi Pemerintatran (ftmbaran Negara

RepubtiklndonesiaTahun 2O1O Nomor t23, Tarnbahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Penrerintatr Nomor 18 Tatrun 2OL7 tentang Hak

Keuangan dal Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralsyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OL7 Nomor 106, Tanrbatran kmbaral
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

tentang Perlonran Pengelolaan Keuangan Daeratt

sebagaimana tclah diubatr bcbrapa kali tcrakhir derrgan

Peraturan Menteri Dalam l{egeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Penrbatran Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tatrun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun

20ll Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatlun 2OLL

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banhran Sosial

yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Betanja

Daeratr sebagairnana telatr diubatr beberapa keli l6aap6ii

dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun

2OL6 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2OlL tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuarr Slosial yang bersumber dari

furggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr;

Pera.turan Menteri Datam Negeri Nomor 33 Tatrun 2OL7

tentang Pedoman Pen5nrsunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2Ol8 (Berita Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OLT Nomor 825);

18.

19.

2L.
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Dengan Persetqiuan Bersama

DEUIAN PERWAISI.AN RAIffAT DAERAI{ KABUPATEN MUSI RA\VAS

dan

BUPATI MUSI T(AWAS

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DA.N BELAIVJA DAERATI KABUPA.TEN MUSI RAWAS TAHUN

ANGGAR,AN 20 18

Pasal L

Belanla Daerah Tahtrn Anggaran 2018 sebagaiAngaran Pendapatan dan

berikut:

1. Pendapatan Daerah

2. Bclaqia Dacratr

3. Pembiayaan Daerah :

a Penerimaan Rp.

b. Pengeluaran Rp.

Sisa L€bih Pembiayaan
berlrenaan:

Rp.

Bp.

Surplus/(Delisit) &.

6.169. t28.772,(n

2t.621.342.700,00

Pembiayaan Netto Rp.

Anggarun Tahun Rp.

1.697.033.491.928,00

1.681.581.278.000,00

L5.452.2t3.928,00

(t5.452.213.928,00)

or@

t2t.862.955.098,00

1.283.515.072.OOO,OO

291.655.464.830,00

37.*L.944.900,00

4.L73.880.250,00

Pasal 2

(1)Pendapaurn Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tcrdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlatr Rp.

b. Dana perimbangan sejumlatr Rp.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.

sejumlah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri d.ari jenis pendapatan :

a- Pajak daeratr sejumlatr

b. Retribusi daerah sejumldt

Rp.

Rp.
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daenrh Rp. 5.5OO.O0O-OOO,OO

yang dipisahkan sejumlatt

d. L,ain-lain pendapatan anli daerah yang Rp. 74.&7,129.948,00

satr sejumlatt

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pqialc Rp. 363. L28.577.OO0,OO

scjumlah

b. Dana aloka"si umum sejumlah Rp. 639.753.278.000,00

c. Dana alokasi khusus sejumtah Rp. 280.633.217.000,00

(4) Lein-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah Rp. 54.838.100.400,00

b. Dana Bagi Hasil Pqiak dari Pnovinsi Rp. 29.928.501.430,00

dan Pemerintatr daeratr lainnya

sejrrrnlah

c. Dana Fenyesuaian dan Otonomi Rp. 203.388.868.000,00

Khusus sejumlatr

d. Banhran lGuangan dari Pnovinsi atau Rp. 3.500.000.000,00

Pemerintatr daeratr lainnya sejumlah

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana diuraksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 81,2.069.084.100,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 869.512.193.900,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagairnana dirnaksud pada ayat (U huruf a terdiri
dari jenis belanja:

a Belanja pegawai sejurnlatr Rp. 5&.@8.796.000,00

b. Belanja hibatr sejumlatr Rp. 15.111.931.200,00

c. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/

kabupaten/kota dan Pemerintatr desa

sejumlatr Rp. 4. 171.582.600,00

7



d. Belanja Banttran Keuangan kepada

fhovinsi/ Ihbupaten/ Kota dan

Pemerintahan Desa

e. Belanja 6dak terduga sejumlatt

(3) Belanja Langsturg sebagairnana

jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

b. Belanja belanja barang dan jasa

sejumlatt

c. Belaqia modal sejumlatr

a Penerimaan sejumlatr

b. Pengehraran sejumlah

227.136.774.3OO,OO

1.0oo.ooo.000,oo

dinraksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

63.777.704.750,00

436.525.709.140,OO

369.208.780.010,0O

6.L69.L28.772,@

2L.62L.342.700,OA

4.208.518.4OO,0O

1.9@.610.372,OO

(U huruf b terdiri dari jenis

500.000.ooo,oo

2L.t21.342.700,OO

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daeratr sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari:

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U hunrf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa l"€bih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejrrmleh RP.

b. Penerimaan Piutang Daerah sejurnlah Rp.

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat

pembiayaan:

a Penysrtaan Modal (Investasi)

Pemerintatr Daerah Rp.

b. Pembayaran pokok utnng sejumlah Rp.
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Pasal 5

. Uraian lebilr tanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalan Pasal 1, sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Perahrran

Daeralr ini, terdiri dari:

1. t"qrpiran I Ringkasan APBD;

2. t ampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintatran

Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menunrt Urusan Pemerintatran Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja darr Pembiayaan;

{. I ernpiran [V Rekapitulasi Belanja nrenunrt Urusan Pemerintatran

Daerah, Organisasi, Prograrn dan Kegiatan;

5. Lanpiran V Rekapitulasi Belanja. Daeratr Unhrk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pesnerintatran Daeratr dan
Fungsi dalanr Kerangka Fengelolann Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pcgawai Fer Golongaa dan Per Jabatan;

7. Lanpiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lanpiran VIII Daftar Penyertaan Modd (Investa.si) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkira.an Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daemh;

10. Lartpiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

lainnya;

11. L,ampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tatrun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kerubali dalam tatrun anggaran ini;

12. I,amgiran XII Daftar dana cadangan daenah ; dan

13. Lampiran )flII Daftar Pinjaman Da.erah dan obligasi Daeratr.
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oreng mengetahuinya, memerintairkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lcmbaran Daerah l(abupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Lubtrklinggau
pada tanggal 7i 9cs*ba 2OlT

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggd et gcte,rr,Gc 2OL7

PATEN MUSI R/IWAS T AHU 2OtZ NOMOR..!3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI IIAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN ( q I MURAI 2OL7l
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